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ABSTRACT 

This study aims to analyze the application of good governance principles in realizing 
a Child-Friendly City in the City of Pekanbaru. The background of this research is 
based on the fact that there is still a gap between the achievement of the status of 
Child-Friendly City and the empirical conditions in the field, especially in the 
fulfillment of children's rights and protection. Therefore, good governance is needed 
as a foundation for the formulation and implementation of policies that are in the 
best interests of children. This research uses the theory of good governance 
according to Sedarmayanti (2004) which includes nine indicators, namely 
participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, 
justice, effectiveness and efficiency, accountability, and strategic vision. 
The research method used is a qualitative approach with the type of explanatory 
descriptive research. Data was collected through observation, interview, and 
documentation techniques at related agencies that play a role in the implementation 
of the Child-Friendly City program in Pekanbaru City. The data obtained is then 
analyzed in depth to describe the conditions for the implementation of the principles 
of good governance and identify supporting and inhibiting factors in its 
implementation. The results of the study show that the application of good 
governance principles  in realizing a Child-Friendly City in Pekanbaru City in general 
has been running, but it is not fully optimal. Several indicators such as participation, 
justice, and effectiveness have shown good implementation through cross-sector 
coordination and programs that support the fulfillment of children's rights. However, 
there are still obstacles in the form of limited resources, suboptimal coordination 
between agencies, and uneven involvement of the community and children in the 
policy-making process. Thus, it can be concluded that the application of the principle 
of good governance in realizing a Child-Friendly City in Pekanbaru City requires 
strengthening the implementation aspect to be more effective, inclusive, and 
sustainable. This research is expected to contribute as an evaluation and 
recommendation material for local governments in improving the quality of 
governance oriented towards the fulfillment of children's rights and protection. 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip good governance 
dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Latar belakang penelitian 
ini didasarkan pada masih adanya kesenjangan antara capaian status Kota Layak 
Anak dengan kondisi empiris di lapangan, khususnya dalam pemenuhan hak dan 
perlindungan anak. Oleh karena itu, diperlukan tata kelola pemerintahan yang baik 
sebagai landasan dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan yang berpihak 
pada kepentingan terbaik bagi anak. Penelitian ini menggunakan teori good 
governance menurut Sedarmayanti (2004) yang mencakup sembilan indikator, yaitu 
partisipasi, aturan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi konsensus, 
keadilan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta visi strategis. 
Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis 
penelitian deskriptif eksplanatif. Data dikumpulkan melalui teknik observasi, 
wawancara, dan dokumentasi pada instansi terkait yang berperan dalam 
pelaksanaan program Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru. Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara mendalam untuk menggambarkan kondisi penerapan 
prinsip good governance serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat 
dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan prinsip 
good governance dalam mewujudkan Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru secara 
umum telah berjalan, namun belum sepenuhnya optimal. Beberapa indikator seperti 
partisipasi, keadilan, dan efektivitas telah menunjukkan implementasi yang cukup 
baik melalui koordinasi lintas sektor dan program yang mendukung pemenuhan hak 
anak. Namun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya, 
belum optimalnya koordinasi antarinstansi, serta belum meratanya keterlibatan 
masyarakat dan anak dalam proses pengambilan kebijakan. Dengan demikian, 
dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip good governance dalam mewujudkan 
Kota Layak Anak di Kota Pekanbaru memerlukan penguatan pada aspek 
implementasi agar lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. Penelitian ini diharapkan 
dapat memberikan kontribusi sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi 
pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang 
berorientasi pada pemenuhan hak dan perlindungan anak. 
 
Kata kunci: good governance, Kota Layak Anak, kebijakan publik, perlindungan 
anak, tata kelola pemerintahan 
 
A. Pendahuluan  

Penyelenggaraan pemerintahan 

yang baik (good governance) 

merupakan fondasi utama dalam 

menciptakan pembangunan yang 

berkelanjutan dan berkeadilan, 

termasuk dalam upaya pemenuhan 

hak-hak anak. Dalam kerangka 

kebijakan publik, konsep Kota Layak 

Anak (KLA) menjadi salah satu bentuk 

komitmen pemerintah dalam 

menjamin terpenuhinya hak anak 

secara menyeluruh dan terpadu. KLA 

tidak hanya menekankan pada 

penyediaan fasilitas ramah anak, 

tetapi juga menuntut adanya sistem 

tata kelola pemerintahan yang mampu 

mengintegrasikan kepentingan terbaik 
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bagi anak dalam setiap proses 

perumusan, pelaksanaan, dan 

evaluasi kebijakan. Dengan demikian, 

keberhasilan implementasi KLA 

sangat ditentukan oleh kualitas tata 

kelola pemerintahan yang dijalankan 

oleh pemerintah daerah. 

Kota Pekanbaru sebagai salah satu 

daerah yang telah memperoleh 

predikat Kota Layak Anak masih 

dihadapkan pada berbagai tantangan 

dalam implementasinya. Secara 

empiris, masih ditemukan kasus-

kasus yang berkaitan dengan 

pelanggaran hak anak, ketimpangan 

akses terhadap layanan publik, serta 

belum optimalnya keterlibatan anak 

dan masyarakat dalam proses 

pengambilan kebijakan. Kondisi ini 

menunjukkan adanya kesenjangan 

antara capaian normatif yang telah 

diraih dengan realitas di lapangan. 

Permasalahan tersebut tidak hanya 

berkaitan dengan aspek program, 

tetapi juga mencerminkan belum 

optimalnya penerapan prinsip-prinsip 

tata kelola pemerintahan yang baik 

dalam mendukung kebijakan yang 

berorientasi pada perlindungan dan 

pemenuhan hak anak. 

Berdasarkan kondisi tersebut, 

penerapan prinsip good governance 

menjadi aspek yang krusial dalam 

mendukung terwujudnya Kota Layak 

Anak di Kota Pekanbaru. Prinsip-

prinsip seperti partisipasi, 

transparansi, akuntabilitas, 

responsivitas, keadilan, serta 

efektivitas dan efisiensi perlu 

diimplementasikan secara konsisten 

oleh seluruh pemangku kepentingan. 

Penelitian ini bertujuan untuk 

menganalisis penerapan prinsip good 

governance dalam mewujudkan Kota 

Layak Anak di Kota Pekanbaru, serta 

mengidentifikasi faktor-faktor yang 

memengaruhi keberhasilannya. Hasil 

penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi dalam 

memperkuat tata kelola pemerintahan 

daerah yang lebih responsif, inklusif, 

dan berorientasi pada kepentingan 

terbaik bagi anak. 

 

B. Metode Penelitian  
Penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis 

penelitian deskriptif eksplanatif, yang 

bertujuan untuk memahami secara 

mendalam fenomena penerapan 

prinsip good governance dalam 

mewujudkan Kota Layak Anak di Kota 

Pekanbaru. Pendekatan ini dipilih 

karena mampu memberikan 

gambaran yang komprehensif 

mengenai kondisi empiris di lapangan, 
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serta mengungkap makna, proses, 

dan dinamika yang terjadi dalam 

pelaksanaan kebijakan. Penelitian 

dilaksanakan pada instansi-instansi 

pemerintah yang memiliki keterkaitan 

langsung dengan program Kota Layak 

Anak, meliputi Dinas Pemberdayaan 

Perempuan dan Perlindungan Anak 

Kota Pekanbaru, Dinas Sosial Kota 

Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota 

Pekanbaru, Dinas Pendidikan Kota 

Pekanbaru, PPA Polresta Kota 

Pekanbaru, Lembaga Pembinaan 

Khusus Anak Kelas II Kota 

Pekanbaru, serta Unit Pelaksana 

Teknis PPA Kota Pekanbaru. Peneliti 

berperan sebagai instrumen utama 

yang secara langsung berinteraksi 

dengan subjek penelitian guna 

memperoleh data yang mendalam 

dan kontekstual. 

Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi untuk 

memperoleh informasi yang valid dan 

dapat dipertanggungjawabkan. 

Observasi dilakukan untuk mengamati 

secara langsung praktik penerapan 

prinsip good governance, sedangkan 

wawancara digunakan untuk menggali 

informasi dari informan yang memiliki 

peran strategis dalam pelaksanaan 

program. Dokumentasi digunakan 

sebagai data pendukung yang 

meliputi dokumen kebijakan, laporan 

kegiatan, dan arsip terkait. Data yang 

telah diperoleh kemudian dianalisis 

secara kualitatif melalui tahapan 

reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Analisis ini 

bertujuan untuk menilai sejauh mana 

penerapan prinsip good governance 

berdasarkan indikator yang 

digunakan, serta mengidentifikasi 

faktor pendukung dan penghambat 

dalam upaya mewujudkan Kota Layak 

Anak di Kota Pekanbaru. 

 
C. Hasil dan Pembahasan  

Hasil penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan prinsip good 

governance dalam mewujudkan Kota 

Layak Anak di Kota Pekanbaru telah 

diupayakan melalui berbagai 

kebijakan dan program lintas sektor. 

Pemerintah daerah melibatkan 

sejumlah instansi terkait yang memiliki 

peran strategis dalam pemenuhan hak 

dan perlindungan anak, sehingga 

tercipta koordinasi yang cukup baik 

dalam pelaksanaan program. Namun 

demikian, tingkat implementasi setiap 

indikator good governance masih 

menunjukkan variasi, baik dari segi 

capaian maupun efektivitas 

pelaksanaannya. 
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Pada indikator partisipasi, 

ditemukan bahwa pemerintah telah 

menyediakan ruang bagi masyarakat 

dan anak untuk terlibat dalam proses 

kebijakan, salah satunya melalui 

forum anak. Keberadaan forum ini 

menjadi wadah dalam menyalurkan 

aspirasi anak, meskipun dalam 

praktiknya keterlibatan tersebut masih 

bersifat terbatas dan belum 

sepenuhnya berpengaruh terhadap 

pengambilan keputusan strategis. 

Partisipasi yang terjadi cenderung 

bersifat konsultatif, sehingga belum 

mencerminkan keterlibatan yang 

substantif dalam proses perencanaan 

dan evaluasi kebijakan. 

Indikator aturan hukum 

menunjukkan bahwa pemerintah 

daerah telah memiliki landasan 

regulasi yang cukup jelas dalam 

mendukung pelaksanaan program 

Kota Layak Anak. Berbagai kebijakan 

dan peraturan telah disusun sebagai 

dasar hukum dalam memberikan 

perlindungan terhadap anak. 

Meskipun demikian, dalam 

implementasinya masih terdapat 

kendala terkait konsistensi penegakan 

aturan serta keterbatasan 

pemahaman aparat pelaksana 

terhadap substansi kebijakan yang 

ada. 

Dalam aspek transparansi, 

pemerintah telah melakukan upaya 

penyampaian informasi kepada publik 

melalui berbagai media, termasuk 

kerja sama dengan forum komunikasi 

dan media massa. Informasi terkait 

program Kota Layak Anak telah 

disosialisasikan kepada masyarakat, 

namun akses terhadap informasi 

tersebut belum sepenuhnya merata. 

Hal ini menyebabkan masih adanya 

kelompok masyarakat yang belum 

memperoleh informasi secara optimal 

mengenai kebijakan dan program 

yang dijalankan. 

Selanjutnya, pada indikator 

responsivitas, pemerintah 

menunjukkan adanya mekanisme 

pelayanan bagi anak, khususnya 

dalam penanganan kasus kekerasan 

melalui unit layanan khusus. 

Keberadaan unit tersebut 

mencerminkan adanya komitmen 

dalam memberikan respons yang 

cepat terhadap permasalahan anak. 

Akan tetapi, keterbatasan sumber 

daya dan kapasitas layanan masih 

menjadi kendala dalam menjangkau 

seluruh kebutuhan masyarakat secara 

merata. 

Indikator orientasi konsensus 

terlihat melalui adanya forum 

koordinasi lintas sektor yang 
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dilakukan secara berkala. Forum ini 

menjadi sarana bagi berbagai pihak 

untuk menyelaraskan program dan 

kebijakan yang berkaitan dengan 

pemenuhan hak anak. Meskipun 

demikian, tingkat sinergi antarinstansi 

belum sepenuhnya optimal, sehingga 

masih ditemukan tumpang tindih 

program dan kurangnya integrasi 

dalam pelaksanaan kebijakan. 

Pada Indikator keadilan, hasil 

penelitian menunjukkan bahwa 

pemerintah telah berupaya 

memberikan perlakuan yang setara 

kepada seluruh anak tanpa 

diskriminasi. Program-program yang 

dijalankan telah mengakomodasi 

kebutuhan anak dari berbagai latar 

belakang, termasuk anak 

berkebutuhan khusus. Namun 

demikian, pemerataan kualitas 

layanan masih menjadi tantangan, 

sehingga belum semua anak 

merasakan manfaat yang sama 

secara optimal. 

Dalam aspek efektivitas dan 

efisiensi, pelaksanaan program Kota 

Layak Anak telah menunjukkan 

adanya upaya pemanfaatan sumber 

daya secara optimal melalui 

mekanisme evaluasi dan 

pendampingan. Beberapa program 

telah berjalan sesuai dengan tujuan 

yang ditetapkan, meskipun hasil yang 

dicapai belum sepenuhnya maksimal. 

Keterbatasan sumber daya manusia, 

anggaran, serta sarana dan prasarana 

menjadi faktor yang memengaruhi 

tingkat efektivitas program. 

Indikator akuntabilitas 

menunjukkan bahwa pemerintah telah 

memiliki mekanisme 

pertanggungjawaban melalui sistem 

evaluasi dan pelaporan kinerja. 

Program Kota Layak Anak secara 

rutin dievaluasi untuk menilai capaian 

yang telah diperoleh. Namun 

demikian, transparansi dalam 

pelaporan kepada publik masih perlu 

ditingkatkan agar masyarakat dapat 

mengetahui secara jelas 

perkembangan dan hasil pelaksanaan 

program. 

Pada indikator visi strategis, 

pemerintah daerah telah 

menunjukkan komitmen dalam 

merumuskan arah kebijakan jangka 

panjang untuk mewujudkan Kota 

Layak Anak. Visi tersebut tercermin 

dalam berbagai rencana dan program 

yang berorientasi pada peningkatan 

kualitas hidup anak. Meskipun 

demikian, implementasi visi tersebut 

masih memerlukan penguatan dalam 

hal konsistensi kebijakan dan 

kesinambungan program agar dapat 
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berjalan secara efektif dan 

berkelanjutan. 

 

D. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, 

dapat disimpulkan bahwa penerapan 

prinsip good governance dalam 

mewujudkan Kota Layak Anak di Kota 

Pekanbaru secara umum telah 

dilaksanakan melalui berbagai 

kebijakan dan program lintas sektor. 

Pemerintah daerah telah berupaya 

mengintegrasikan prinsip-prinsip 

seperti partisipasi, transparansi, 

akuntabilitas, dan efektivitas dalam 

pelaksanaan program yang 

berorientasi pada pemenuhan hak 

dan perlindungan anak. Keberadaan 

regulasi, forum koordinasi, serta unit 

layanan khusus menunjukkan adanya 

komitmen pemerintah dalam 

mendukung terwujudnya Kota Layak 

Anak. 

Namun demikian, implementasi 

prinsip good governance tersebut 

belum sepenuhnya optimal. Beberapa 

indikator masih menghadapi kendala, 

seperti keterbatasan partisipasi 

masyarakat dan anak yang belum 

bersifat substantif, belum meratanya 

akses informasi, serta koordinasi 

antarinstansi yang belum berjalan 

secara maksimal. Selain itu, 

keterbatasan sumber daya manusia, 

anggaran, dan sarana prasarana turut 

memengaruhi efektivitas dan efisiensi 

pelaksanaan program, sehingga 

belum seluruh anak dapat merasakan 

manfaat kebijakan secara merata. 

Dengan demikian, diperlukan 

upaya penguatan dalam penerapan 

prinsip good governance agar 

pelaksanaan program Kota Layak 

Anak dapat berjalan lebih efektif, 

inklusif, dan berkelanjutan. Penguatan 

tersebut dapat dilakukan melalui 

peningkatan kapasitas kelembagaan, 

optimalisasi koordinasi lintas sektor, 

serta perluasan partisipasi 

masyarakat dan anak dalam proses 

kebijakan. Hal ini penting agar tujuan 

mewujudkan Kota Layak Anak yang 

benar-benar menjamin pemenuhan 

hak dan perlindungan anak dapat 

tercapai secara optimal. 
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